
SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN 

Nomor : W2.U11/1773/SK/KP.04.6/01/2022 

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN 

KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa Ketua 

Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah 

unsur Pimpinan Pengadilan;

b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas 

terlaksananya peradilan, maka perlu dilakukan pembagian tugas 

antara Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana dimaksud dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang 

Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan 

Tinggi/Negeri;

c. Bahwa guna lebih mengefektifkan terselenggaranya tugas dan 

tanggung jawab atas terlaksananya administrasi peradilan 

maupun administrasi perkantoran pada umumnya, maka Wakil 

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran secara eks-office selaku unsur 

pimpinan, akan melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan 

Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berhalangan, 

maka perlu adanya Pendelegasian tugas/wewenang tertentu 

kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran;

d. Bahwa Pendelegasian tugas dan Kewewenangan tertentu 

dimaksud dalam pelaksanaannya Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

Kisaran tetap dalam Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri 

Kisaran.



Mengingat

Menetapkan

KESATU

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 

Peradilan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang 

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas 

Pengawasan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang 

Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan 

Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap 

Hakim/Majelis dalam menangani perkara;

7. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN;

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Nomor : 42/SK/KPN/11/2019 tanggal 11 November 2019 Tentang

Pendelegasian Tugas Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kepada

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Mendelegasikan tugas Ketua Pengadilan Negeri Kisaran pada 

Bidang Administrasi Perkara Pidana dan Perdata, kepada yang 

namanya tersebut di bawah in i :

: Tugas yang didelegasikan adalah sebagai berikut:

I. Perkara Perdata

1. Perkara Permohonan

2. Mendisposisikan surat-surat Permintaan Bantuan 

Pemanggilan dan Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri 

Lain

II. Perkara Pidana

1. Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

2. Perkara Pidana Singkat (Tipiring)

3. Izin/Persetujuan Penyitaan

4. Izin/Persetujuan Penggeledahan

III. Melakukan Pembinaan Administrasi Teknis dan Non Teknis

IV. Pengawas Internal

V. Koordinator Pengawas Bidang

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Nama

NIP

Pangkat/Gol

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. 

19770504 200012 2 002 

Pembina Tk.I (IV/ b)

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Kisaran

Jabatan 

Unit Keija

Pada Tanggal : 01 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

ttd.

S

NELSON ANGKAT


